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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
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ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, dan 
sanksi atas pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa.  

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

   Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 245, TLN No. 6735), PP 60 Tahun 
2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan PP 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864), Perpres 57 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 
No. 1031), Permenkeu RI 190/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No. 1424). 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

   Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: tahap I 
sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan 
Januari dan paling lambat bulan September, tahap II sebesar 40% (empat puluh 
persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat 
bulan September, dan tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa paling cepat bulan Juni. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa 
mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan: tahap I sebesar 60% (enam 
puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling 
lambat bulan September, dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret. Pagu Dana Desa setiap Desa setelah 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan. 
Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilakukan melalui pos 
komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa 
atau pos jaga di Desa. Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh pemerintah Desa, dilaksanakan 
berdasarkan surat bupati/wali kota kepada kepala Desa yang menyatakan Desa dapat 
melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

ATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 30 Agustus 2022. 

 


